L SALINAN

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk menyelesaikan piutang daerah yang
tercatat dalam pembukuan Pemerintah Daerah
sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan keuangan
daerah, diperlukan langkah penyelesaian yang akurat
dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-
undangan dan kebutuhan Daerah;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan
Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 946);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wajo Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menetapkan :

dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Nomor 127) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 4 dan angka 67 Pasal 1 diubah dan

ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 101 dan

angka 102, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaima dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerinahan dalam negeri.

Daerah adalah Kabupaten Wajo.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Wajo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wajo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

unsur penyelanggara pemerintah daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya
disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan
yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Wajo.

Badan Anggaran yang selanjutnya disebut
Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal
masa jabatan keanggotaan DPRD.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban Daerah dalam rangka penyelanggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan.
Penyelenggaraan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan perda.
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22.

23.

24.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke
kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah untuk
digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah
guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu
dengan tujuan mengurangi  ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat
DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat
DAK adalah dana yang bersumber daru
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.
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26.
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Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah  Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjuntnya disebut Utang
adalah jumlah wuang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan peraturan
perundangOundangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk
investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
koperasi dan masyarakat dengan hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan
untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur adalah

penggolongan, pemberian kode, dan daftar



32.

33.
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37.

penamaan yang disusun secara sistematis
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembanguan daerah dan keuangan
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA SKPD adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan APBD.
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43.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan
dengan  pengambilan  keputusan = terhadap
kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan  implikasi baya  akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personal atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dam teknologi dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya
dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dan kegiatan dalam 1

(satu) program.
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49.

50.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dari
suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari
Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja Skpd atau dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat pendapatan, Dbelanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan dan informasi pemerintahan daerah
lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik

Negara yang bertugas melakukan pengelolaan
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56.
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barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementrian Badan Usaha Milik
Negara.

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang
mengancam mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan Tindakan penanganan segera dan
memadai yang ditetapkan oleh Pemerintah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya
disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan
untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu
yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional pada
satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja
perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
LS adalah pembayaran langsung kepada
bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya
atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan
surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat TU adalah tambahan uang muka yang
diberikan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan

batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
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Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
digunakan wuntuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran
DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
digunakan wuntuk penerbitan surat pencairan
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS
dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang
selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA
SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang
selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama 1 (satu) periode anggaran.
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Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan atau akibat lainnya yang sah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama
Bupati.

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut
Perbup adalah peraturan Bupati Wajo.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan
dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah wurusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah wurusan
pemerintahan yang wajib dielenggarakan oleh
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan punlik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan
oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja

perangkat daerah dalam memberikan pelayanan
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kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintah Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah
unsur penunjang Urusan Pemerintah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Tim  Anggaran Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPD
yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai BUD
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Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menataushakan dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam  rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

APBD dalam setiap periode.
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Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip, dasarl, konvensi, aturan dan praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah
sebagai pedoman dalam Menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Daerah.

Organisai adalah Perangkat Daerah yang
merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang
menjadi kewenangan daerah.

Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana
berdasarkan pengunaan dalam rangka
pengendalian masing-masing kelompok dana.
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat
BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebgai pedoman dalam pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah

yang memberi manfaat jangka pendek.
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97. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akluntansi.

98. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran
anggaran atas beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

99. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah desa.

100. Hari adalah hari kerja.

101. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya
disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat
interdepartemental dan Dbertugas mengurus
Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

102. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang
selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang
ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah
dengan kualifikasi macet telah dikelola secara
optimal namun masih terdapat sisa kewajiban
karena Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak

ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

2. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 190A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 190A

Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 yaitu terkait dengan piutang selain piutang

pajak dan retribusi yang diatur dengan Perbup.
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3. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 191

(1) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan

masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 189 ayat (4) meliputi:
a. pendataan;
b. upaya penagihan; dan

c. negosiasi dan penyelesaian.

(2) Penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup.

4. Ketentuan Pasal 204 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI WAJO,
Ttd
ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.047.24

Salinan sesuai dengan aslinya

ekretariat Daerah Kab. Wajo
?ga Bagian Hukum,
v
£

,”f.«_{_‘.
A Bivira Fajarwati P, S.H

WAJO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2020 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan pengertian/batasan
Piutang Negara maupun Piutang Daerah yang meliputi jumlah uang
yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah. Selanjutnya terhadap piutang daerah tersebut perlu dilakukan
penagihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut dinyatakan Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
berwenang melakukan penagihan piutang daerah.

Penagihan terhadap piutang daerah akan menjadi masalah jika
dalam perjalanan waktu, piutang daerah menjadi macet. Artinya para
penanggung utang tidak membayar utang kepada pemerintah daerah.
Tentu saja piutang macet akan membebani pembukuan dan laporan
keuangan daerah jika jumlah penanggung utang banyak dan
nominalnya juga besar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara juga menyatakan piutang negara/daerah yang
tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Piutang Negara/Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
tersebut juga menjadi landasan dalam pengaturan penghapusan
Piutang Negara/Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 dan perubahannya tentang tata cara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
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Pokok Perubahan yang diatur dalam Peraturan daerah ini antara

lain meliputi:

1.

Pengaturan tentang tata cara penghapusan piutang yang tidak
dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang,
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang
Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Apabila
terdapat piutang daerah yang macet setelah upaya penagihan
sendiri oleh Pemerintah Daerah, langkah-langkah utama yang
perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya piutang
macet; pertama yaitu mengelola dan mengadministrasikan piutang
macet secara tertib. Banyak kejadian piutang macet di Pemerintah
Daerah tidak tertangani secara optimal karena
pengadministrasiannya yang tidak tertib. Salah satu contoh yang
sering terjadi adalah tidak dikelolanya dokumen-dokumen piutang
secara baik, sehingga apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang
menangani piutang macet maka penyelesaian piutang macet
menjadi rumit dan menyisakan banyak masalah. Kedua yaitu
Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan khusus yang
mengatur penyelesaian piutang macet. Dengan adanya peraturan
ini maka penyelesaian piutang daerah akan memiliki pedoman
yang pasti. Langkah-langkah penanganan piutang macet tersebut
pada pelaksanaannya dapat menjadi solusi bagi Pemerintah
Daerah dalam menyelesaikan permasalahan piutang macet. Hal ini
juga akan berdampak pada Laporan Keuangan yang disajikan
Pemerintah Daerah setiap tahun. Selain itu, juga bisa
menghindarkan temuan audit BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah atas piutang macet tersebut.

Penghapusan pengaturan terkait Ketentuan mengenai tata cara

penggantian Kerugian Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 190 A
Cukup jelas.
Pasal II
Angka 3
Pasal 191
Cukup jelas.
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